
 
 

 

 

 

 

SALINAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  

  REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR SK-12/S.MBU/08/2023 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR: SK-16/S.MBU/2012 TENTANG INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN 

EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) Peraturan 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 

Negara, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang 

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara; 

b. bahwa Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 

Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai 

lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 

perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Pencabutan 

Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 

dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan 

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada 

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan 

Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4305); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6800); 

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 251); 

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 

02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan 
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Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262); 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK 

NEGARA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: SK-

16/S.MBU/2012 TENTANG INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN 

DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 

YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN 

USAHA MILIK NEGARA. 

   

KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 

   

KETIGA : Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini mulai 

berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023. 

   

  Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 

2. Wakil Menteri, Kartika Wirjoatmodjo; 

3. Wakil Menteri, Rosan Perkasa Roeslani; 

4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN; 

5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama Kementerian BUMN; 

6. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 

 

 Ditetapkan di Jakarta, 

 pada tanggal 16 Agustus 2023 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN, 

 

 

 

 

RABIN INDRAJAD HATTARI 

 

 

ttd.  


